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Abstrak 
Perceraian adalah putusnya suatu hubungan antara suami dan istri yang disebabkan karena adanya 
suatu  masalah tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Jumlah kasus perceraian di Kabupaten 
Ponorogo merupakan yang tertinggi di wilayah eks-karesidenan Madiun dengan jumlah 2029 kasus perceraian. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengelompokkan karakteristik pelaku perceraian di Kabupaten 
Ponorogo. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik dokumentasi dan wawancara kuesioner. Penelitian ini menggunakan Sampel 100 janda atau duda 
yang belum menikah lagi serta terdata di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Teknik analisis yang di 
gunakan dalam penelitian ini adalah analisis cluster dengan menggunakan metode Non-Hierarki atau K-Means 
Cluster, dengan cluster berjumlah 3. 
Hasil analisis penelitian menunjukkan di wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 3 cluster yaitu 
cluster 1 dengan predikat cluster baik meliputi wilayah kecamatan Jambon, Jetis, dan Siman. Cluster 2 dengan 
predikat sedang meliputi wilayah kecamatan Badegan, Bungkal, Ngrayun, Pulung, dan Sooko. Cluster 3 dengan 
predikat buruk meliputi wilayah kecamatan Babadan, Balong, Jenangan, Kauman, Mlarak, Ngebel, Ponorogo, 
Sambit, Sampung, Sawoo, Slahung, dan Sukorejo. Hasil analisis masing-masing  cluster diketahui variabel-
variabel yang memiliki nilai Z skor positif dan negatif. Cluster 1 variabel yang memiliki nilai Z skor positif 
yaitu variabel Struktur Wilayah dan variabel yang memiliki nilai Z skor negatif meliputi variabel Tingkat 
Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, Usia Perkawinan Pertama, Lama Perkawinan, Jumlah Anak, 
dan Latar Belakang Keluarga Pasangan. Cluster 2 variabel yang memiliki nilai Z skor positif meliputi variabel 
Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, Usia Perkawinan Pertama, Lama Perkawinan, dan Jumlah anak, 
sedangkan variabel yang memiliki nilai Z skor negatif meliputi Tingkat Pendidikan, Latar Belakang Keluarga 
Pasangan, dan Struktur Wilayah. Cluster 3 variabel yang memiliki nilai Z skor positif meliputi Tingkat 
Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, Usia Perkawinan Pertama, Jumlah Anak, Latar Belakang 
Keluarga Pasangan, dan Struktur Wilayah, sedangkan variabel yang memiliki nilai Z skor negatif yaitu variabel 
Lama Perkawinan. Hasil analisis anova diketahui variabel-variabel yang berpengaruh signifikan  terhadap 
pembentukan cluster-cluster di wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi  variabel Tingkat Pendidikan, Jenis 
Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, Jumlah Anak, dan Latar Belakang Keluarga Pasangan. 
Kata kunci : Perceraian, Karakteristik Pelaku Perceraian, Analisis Cluster 
 
Abstrack 
Divorce is the termination of marriage canceling the legal duties and dissolves the bonds of matrimony 
between a married couple under teh rule of law. The number of divorce cases in Ponorogo is the highest in the 
region of the ex-county Madiun with 2029 number of divorce cases. This reseacrh aimed to know the 
chaeacteristics of prepetrators divorce in Ponorogo.  
The research method used was descriptive quantitative using cluster analysis. The data was collected 
using the engineering documentation and interview questionnaires. The results divided into 3 clusters namely 
are, cluster 1 with good predicate including Jambon, Jetis, and Siman subdistricts. Cluster 2 with medium 
predicate including Badegan, Bungkal, Ngrayun, Pulung, and Sooko subdistricts. Cluster 3 with bad predicate 
include Babadan, Balong, Jenangan, Mlarak, Ngebel, Kauman, Ponorogo, Sambit, Sampung, Sawoo, Sukorejo, 
and Slahung subdistricts. The results Z score for each cluster were positive and negative. Cluster 1 variable  
variables with positive Z score is variable structure of the region, while  variables variables with negative Z 
score include variable level of education, type of job, income level, age of first marriage, old marriage, number 
of children, and couple’s family background. Cluster 2 variables with positive Z score include variable type of 
job, income level, age of first marriage, old marriage, and the number of children, while a variables with 
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negative Z score include variable level of education, couple’s family background, and structure of the region. 
Cluster 3 variables variables with positive Z score include level of education, type of job, income level, age of 
first marriage, number of children, couple’s family background, and structure of the region, while a variable 
variables with negative Z score is variable old marriage. The result of anova analysis with unknown variables 
influenced significantly to formation of the clusters in the Ponorogo include variable level of education, type of 
job, income level, number of children, and couple’s family background. 




Pendekatan Analisis Cluster Dalam Menentukan Karakteristik Pelaku Perceraian di Kabupaten 
Ponorogo 
PENDAHULUAN 
Perceraian adalah putusnya suatu hubungan antara 
suami dan istri yang disebabkan karena adanya 
suatu  masalah tertentu. Putusnya perkawinan 
tersebut oleh suami dan istri dilakukan karena 
adanya kesepakatan antara keduannya dan 
diputuskan oleh Pengadilan Agama. Perceraian 
dapat dilakukan apabila dengan alasan kuat dengan 
hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang 
dituangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan 
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. 
Kasus perceraian di Jawa Timur sangat tinggi. 
Total pada tahun 2015 terjadi 87.425 kasus 
perceraian di provinsi Jawa Timur. Bila dilihat 
untuk kawasan eks-karesidenan Madiun, maka 
kabupaten Ponorogo berada di urutan teratas dalam 
kasus perceraian. Jumlah kasus perceraian yang 
mencapai angka 2029 kasus tentu bukan angka 
kecil bagi kabupaten Ponorogo. Bila tidak 
ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan 
banyak masalah sosial di masyarakat.  
Faktor yang menyebabkan banyaknya angka 
perceraian di Kabupaten Ponorogo beragam. Faktor 
paling banyak yang menyebabkan terjadinya 
perceraian adalah tidak ada tanggung jawab (695 
kasus), faktor penyebab terjadinya perceraian 
terbanyak selanjutnya adalah tidak ada 
keharmonisan (482 kasus), ekonomi (382 kasus), 
gangguan pihak ketiga (228 kasus), krisis akhlak 
(97 kasus), cemburu (57 kasus), kekejaman jasmani 
(37 kasus), kawin paksa (23 kasus), cacat biologis 
(13 kasus), dihukum (7 kasus), lain-lain (6 kasus), 
kekejaman mental (2 kasus), sedangkan faktor 
poligami tidak sehat, faktor kawin dibawah umur, 
dan faktor politis menjadi faktor terendah yang 
menyebabkan perceraian. Data tersebut 
memperlihatkan bahwa sifat, perilaku, kepribadian, 
dan latar belakang yang berbeda-beda dari pelaku 
perceraian di Kabupaten Ponorogo. Hal-hal inilah 
yang kemungkinan mendorong untuk mengambil 
keputusan bercerai. 
Berdasarkan  latar belakang di atas maka penulis 
tertarik untuk mengajukan skripsi dengan judul 
“Pendekatan analisis cluster dalam menentukan 
karakteristik pelaku perceraian di Kabupaten 
Ponorogo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui karakteristik pelaku perceraiandan 




Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan metode penelitian survey 
dengan rancangan Cross Sectional. Penelitian ini 
bertujuan mengumpulkan sejumlah data berupa 
variabel, unit atau individu dalam waktu yang 
bersamaan. Sumber data dalam penelitian ini 
menggunakan sumber data primer dan sekunder. 
Data primer diperoleh dari hasil wawancara 
terhadap responden. Penelitian ini menggunakan 
Sampel 100 janda atau duda yang belum menikah 
lagi serta terdata di Pengadilan Agama Kabupaten 
Ponorogo. Teknik analisis yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis cluster dengan 
menggunakan metode Non-Hierarki atau K-Means 
Cluster, dengan cluster berjumlah 3. Pemilihan 
metode Non-Hierarki ini didasarkan karena jumlah 
sampel yang diambil besar dan jumlah variabel 
yang diteliti banyak. 
HASIL PENELITIAN 
Tabel 1 menyajikan pembagian cluster berdasarkan 
kemiripan karakteristik masing-masing wilayah. 
Kemiripan faktor tersebut dapat dilihat dari hampir 
samanya nilai jarak cluster tersebut terhadap titik 
pusat. 
Tabel 1 Pengelompokan Kecamatan 





1 Babadan 3 2,65686 
2 Badegan 2 1,92864 
3 Balong 3 2,64133 
4 Bungkal 2 1,60215 
5 Jambon 1 2,07183 
6 Jenangan 3 2,24772 
7 Jetis 1 2,21771 
8 Kauman 3 2,15368 
9 Mlarak 3 3,39709 
10 Ngebel 3 2,98185 
11 Ngrayun 2 1,18553 
12 Ponorogo 3 1,70922 
13 Pulung 2 2,38934 
14 Sambit 3 2,94178 
15 Sampung 3 1,75112 
16 Sawoo 3 2,15673 
17 Siman 1 1,49384 
18 Slahung 3 1,88104 
19 Sooko 2 2,06914 
20 Sukorejo 3 1,86555 
Sumber: Data Primer, 2017 
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Pengelompokan wilayah dapat ditulis sebagai 
berikut dengan mengacu dari nilai jarak yang 
terdapat di Tabel 1. 
Cluster 1  : Jambon, Jetis, Siman 
Cluster 2 : Badegan, Bungkal, Ngrayun, 
Pulung, Sooko 
Cluster 3 : Babadan, Balong, Jenangan, 
Kauman, Mlarak, Ngebel, 
Ponorogo, Sambit, Sampung, 
Sawoo, Slahung, Sukorejo 
 
Gambar 1 Peta Pembagian Wilayah Hasil 
Analisis Cluster 
 
Tabel 2 menyajikan hasil proses pengolahan 
cluster, nilai yang terdapat pada tabel 2 merupakan 
nilai akhir yang untuk selanjutnya digunakan untuk 
menyusun suatu pembahasan. Nilai yang terdapat 
pada tabel 2 terkait dengan proses standarisasi data 
yang mengacu pada angka Z skor, dengan 
ketentuan nilai (-) pada masing-masing variabel 
berarti variabel tersebut berada di bawah rata-rata 
total faktor-faktor yang mempengaruhi 
karakteristik pelaku perceraian. nilai (+) pada 
masing-masing variabel berarti variabel tersebut 
berada di atas rata-rata total faktor-faktor yang 
mempengaruhi karakteristik pelaku perceraian. 
proses cluster membentuk 3 kelompok wilayah 
responden yang masing-masing kelompok 
mempunyai ciri yang berbeda satu dengan yang 
lainnya. Perbedaan bisa ditelusuri setiap variabel 
dengan dasar interpretasi berdasar tanda (+) dan (-) 









Tabel 2 Pusat Cluster Terakhir 
 Cluster 
1 2 3 
Zscore (Tingkat 
Pendidikan) 
-0,19340 -1,25470 0,57114 
Zscore (Jenis 
Pekerjaan) 
-1,24299 0,49982 0,10249 
Zscore (Tingkat 
Pendapatan) 








-0,07301 0,80286 -0,31627 
Zscore (Jumlah 
Anak) 





-1,28499 -0,39792 0,48705 
Zscore (Struktur 
Wilayah) 
0,12465 -0,83326 0,31603 
Sumber: Data Primer, 2017 
 
Variabel-variabel yang mempengaruhi karakteristik 
pelaku perceraian tidak semuanya mempunyai 
pengaruh yang signifikan, berikut disajikan pada 
tabel 3 variabel-variabel yang mempunyai 
pengaruh yang signifikan didasarkan pada F yang 
tinggi dan nilai sig>0.05. Variabel yang 
mempunyai nilai F tinggi dan signifikan yang 
sangat kecil dibandingkan dengan 0,05, merupakan 
variabel yang signifikan dalam membentuk cluster-
cluster kecamatan di Kabupaten Ponorogo. 
Variabel-variabel yang signifikan dalam 
membentuk cluster-cluster tersebut adalah Tingkat 
Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, 


















Tabel 3 Anova 
 Cluster Error F Sig. 







































2,358 2 0,840 17 2,807 0,088 
Sumber: Data Primer, 2017 
PEMBAHASAN 
Variabel-variabel yang signifikan dalam 
membentuk cluster-cluster adalah Tingkat 
Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, 
Jumlah Anak, dan Latar Belakang Keluarga 
Pasangan. Variabel-variabel yang tidak 
berpengaruh meliputi Usai Perkawinan Pertama, 
Lama Perkawinan, dan Struktur Wilayah. 
1. Pengaruh Persepsi Tingkat Pendidikan 
Terhadap Pengambilan Keputusan 
Bercerai 
Hasil analisis cluster yang dilakukan di Kabupaten 
Ponorogo didapatkan bahwa variabel Tingkat 
Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap faktor-
faktor yang membentuk Karakteristik Pelaku 
Perceraian di Kabupaten Ponorogo dalam 
menentukan keputusan untuk bercerai. Variabel 
tingkat pendidikan mempunyai nilai F= 14,240 
dengan p(sig.)= 0,000 <0,05.  
Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan 
Menengah (SMP-SMA) membuat cara dan pola 
pikir belum terlalu luas dan terbuka. Beberapa 
responden perempuan memiliki tingkat pendidikan 
lebih tinggi daripada pasangannya. Hal ini di 
pertegas dengan hasil penelitian Pamungkas 
(2015:15) yang menyatakan Pernikahan  kaum  
muda  dengan tingkat  pendidikan  rendah  dan  
penghasilan  rendah  merupakan  faktor  yang 
memicu perceraian. Kehamilan sebelum menikah 
juga dapat memicu terjadinya  perceraian. 
Pendidikan dapat mengubah cara dan pola berfikir 
seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan 
semakin pintar pula penduduk, dengan kata lain 
penduduk lebih kritis dalam berfikir dan 
mengambil keputusan. Kebanyakan perempuan 
lebih tinggi pendidikannya dibanding pasangannya 
berpotensi lebih besar untuk bercerai karena  
perbedaan status sosial. 
2. Pengaruh Persepsi Jenis Pekerjaan 
Terhadap Pengambilan Keputusan 
Bercerai 
Hasil analisis cluster yang dilakukan di Kabupaten 
Ponorogo didapatkan bahwa variabel Jenis 
Pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap faktor-
faktor yang membentuk Karakteristik Pelaku 
Perceraian di Kabupaten Ponorogo dalam 
menentukan keputusan untuk bercerai. Variabel 
jenis pekerjaan mempunyai nilai F= 3,933 dengan 
p(sig.)= 0,039 <0,05. 
Mayoritas perceraian di Kabupaten Ponorogo 
ditemukan pada pasangan yang istrinya bekerja 
dengan intensitas waktu yang lama untuk berada di 
luar rumah, khususnya TKI. Pada masyarakat yang 
bekerja sebagai TKI, dimungkinkan terjadinya 
interaksi dan pergaulan dengan masyarakat yang 
berada di kawasan tersebut, sehingga dapat 
menimbulkan pergeseran nilai dan norma pada 
masyarakat yang memungkinkan terjadinya 
perselingkuhan pada pasangan yang telah menikah. 
Beberapa responden menyatakan bahwa pihak laki-
laki ketika di tinggal kerja menjadi TKI 
berselingkuh, berjudi, dan lain-lain. Maka hal ini 
menjadi penting karena jenis-jenis pekerjaan 
tertentu mempunyai intensitas waktu bekerja yang 
mengharuskan seseorang tersebut menghabiskan 
waktu diluar rumah yang membuat pasangan 
kekurangan waktu untuk saling berinteraksi satu 
sama lain. Hal ini di pertegas dengan hasil 
penelitian Bantulu (dalam Kusuma 2013:10) yang 
menjelaskan bahwa perceraian ditemukan pada 
pasangan menikah yang istrinya bekerja dengan 
intensitas waktu yang lama untuk berada di luar 
rumah. Masyarakat yang bekerja di kawasan 
industri dan perdagangan dimungkinkan terjadinya 
interaksi dan pergaulan dengan masyarakat yang 
berada di luar kawasan tersebut, sehingga dapat 
menimbulkan pergeseran nilai dan norma pada 
masyarakat yang memungkinkan terjadinya 
perselingkuhan pada pasangan yang telah menikah. 
 
3. Pengaruh Persepsi Tingkat Pendapatan 
Terhadap Pengambilan Keputusan 
Bercerai 
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Hasil analisis cluster yang dilakukan di Kabupaten 
Ponorogo didapatkan bahwa variabel Tingkat 
Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap faktor-
faktor yang membentuk Karakteristik Pelaku 
Perceraian di Kabupaten Ponorogo dalam 
menentukan keputusan untuk bercerai. Variabel 
tingkat pendapatan mempunyai nilai F= 4,802 
dengan p(sig.)= 0,022 <0,05. 
Kusuma (2013:11) menjelaskan bahwa membina 
rumah tangga dituntut ekonomi yang mapan untuk 
dapat menghidupi keluarga dimana kebutuhan 
semakin lama semakin meningkat. Apabila 
kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, 
maka akan dapat menimbulkan konflik dalam 
sebuah keluarga. Fakta di Kabupaten Ponorogo 
menunjukkan sebaliknya,  tingginya tingkat 
pendapatan malah menimbulkan konflik yang 
berujung perceraian, hal ini terjadi karena adanya 
penyalahgunaan uang untuk berjudi, selingkuh, dan 
perilaku menyimpang lainnya. 
4. Pengaruh Persepsi Usia Perkawinan 
Pertama Terhadap Pengambilan 
Keputusan Bercerai 
Hasil analisis cluster yang dilakukan di Kabupaten 
Ponorogo didapatkan bahwa variabel usia 
perkawinan pertama tidak berpengaruh signifikan 
terhadap faktor-faktor yang membentuk 
Karakteristik Pelaku Perceraian di Kabupaten 
Ponorogo dalam menentukan keputusan untuk 
bercerai. Variabel usia perkawinan pertama 
mempunyai nilai F= 0,641 dengan p(sig.)= 0,539 
>0,05. 
Hasil penelitian menjelaskan tidak ada pengaruh 
secara signifikan variabel usia perkawinan pertama 
terhadap Karakteristik Pelaku Perceraian di 
Kabupaten Ponorogo dalam menentukan keputusan 
untuk bercerai, hal ini bertolak belakang dengan 
pernyataan Stanley dan Markman (dalam 
Pamungkas, 2015:48) yang menyebutkan salah satu 
faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian 
adalah perkawinan dilakukan pada usia dini (18 
atau 19 tahun). Hal ini terjadi akibat kedua belah 
pasangan yang menikah belum siap secara mental, 
pendidikan, dan belum mapan secara ekonomi atau 
belum memiliki pekerjaan tetap.  
 
 
5. Pengaruh Persepsi Lama Perkawinan 
Pengambilan Keputusan Bercerai 
. Hasil analisis cluster yang dilakukan di 
Kabupaten Ponorogo didapatkan bahwa variabel 
lama perkawinan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap faktor-faktor yang membentuk 
Karakteristik Pelaku Perceraian di Kabupaten 
Ponorogo dalam menentukan keputusan untuk 
bercerai. Variabel lama perkawinan mempunyai 
nilai F= 2,591 dengan p(sig.)= 0,104 >0,05. 
Hasil penelitian menjelaskan tidak ada pengaruh 
secara signifikan variabel lama perkawinan 
terhadap Karakteristik Pelaku Perceraian di 
Kabupaten Ponorogo dalam menentukan keputusan 
untuk bercerai. Para responden menyatakan lebih 
baik cepat bercerai daripada melihat pasangannya 
berselingkuh. Hal ini bertolak belakang dengan 
hasil penelitian Jalovaara (2002:16) yang 
menjelaskan bahwa angka perceraian sangat tinggi 
selama tahun-tahun pertama dalam pernikahan dan 
kemudian akan menurun seiring dengan 
bertambahnya usia atau lama perkawinan. Dalam 
penelitiannya Jalovaara menemukan bahwa resiko 
perceraian tertinggi berada pada pasangan yang 
memiliki usia atau lama pernikahan yang sudah 
berlangsung 5-9 tahun dan menurun setelahnya, 
resiko perceraian akan terus menurun seiring 
bertambahnya usia atau lama pernikahan. 
6. Pengaruh Persepsi Jumlah Anak Terhadap 
Pengambilan Keputusan Bercerai 
Hasil analisis cluster yang dilakukan di Kabupaten 
Ponorogo didapatkan bahwa variabel jumlah anak 
berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang 
membentuk Karakteristik Pelaku Perceraian di 
Kabupaten Ponorogo dalam menentukan keputusan 
untuk bercerai. Variabel jumlah anak mempunyai 
nilai F= 6,968 dengan p(sig.)= 0,006 <0,05. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada pengaruh 
signifikan variabel jumlah anak terhadap 
Karakteristik Pelaku Perceraian di Kabupaten 
Ponorogo dalam  menentukan keputusan untuk 
bercerai. Para responden menyatakan bahwa salah 
satu alasan untuk bercerai karena pasangan tidak 
mengurus anak dengan baik. Hal ini sejalan dengan 
pernyataan Benardi dan Martinez (2011:776) yang 
menjelaskan bahwa hasil penelitian Wagner pada 
tahun 2003 dan penelitian Weiss pada tahun 2006  
menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki anak, 
terutama anak kecil cenderung lebih mudah 
bercerai daripada pasangan yang belum memiliki 
anak.  
7. Pengaruh Persepsi Latar Belakang 
Keluarga Pasangan Terhadap 
Pengambilan Keputusan Bercerai 
Hasil analisis cluster yang dilakukan di Kabupaten 
Ponorogo didapatkan bahwa variabel latar belakang 
keluarga pasangan berpengaruh signifikan terhadap 
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faktor-faktor yang membentuk Karakteristik Pelaku 
Perceraian di Kabupaten Ponorogo dalam 
menentukan keputusan untuk bercerai. Variabel 
latar belakang keluarga pasangan mempunyai nilai 
F= 7,017 dengan p(sig.)= 0,006 <0,05. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada pengaruh 
signifikan variabel latar belakang keluarga 
pasangan terhadap Karakteristik Pelaku Perceraian 
di Kabupaten Ponorogo dalam menentukan 
keputusan untuk bercerai. Ada 13 responden 
menyatakan mereka mengikuti jejak orang tua yang 
bercerai di masa lalu. Hal ini sejalan dengan 
penyataan Sheri dan Stritof (dalam Pamungkas, 
2015:47) yang menyebutkan bahwa perceraian 
orang tua dapat mempengaruhi dalam pengambilan 
keputusan bercerai. Responden menyatakan  
perbedaan status sosial ekonomi dan budaya antara 
kedua keluarga pasangan juga menyebabkan 
terjadinya konflik yang berujung perceraian. Hal 
ini sejalan dengan penyataan Hurlock (dalam 
Pamungkas, 2015:50) juga menjelaskan 
penyesuaian  terhadap orang tua  dan  para saudara  
dari  pihak  istri  atau  sebaliknya,  yang memiliki 
latar belakang budaya yang berbeda akan jauh  
lebih  sulit daripada bila keduanya berasal dari latar 
belakang budaya yang sama. Perbedaan status 
sosial ekonomi antara kedua keluarga pasangan 
bisa menimbulkan perselisihan apabila pasangan 
tersebut tidak mampu mengelolanya dengan baik. 
Perselisihan tersebut seperti kecurigaan dari salah 
satu pihak keluarga pasangan yang mengira pihak 
yang lain memanfaatkannya untuk memperbaiki 
keadaan ekonomi. 
8. Pengaruh Persepsi Struktur Wilayah 
Terhadap Pengambilan Keputusan 
Bercerai 
Hasil analisis cluster yang dilakukan di Kabupaten 
Ponorogo didapatkan bahwa variabel struktur 
wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap 
faktor-faktor yang membentuk Karakteristik Pelaku 
Perceraian di Kabupaten Ponorogo dalam 
menentukan keputusan untuk bercerai. Variabel 
struktur wilayah mempunyai nilai F= 2,807 dengan 
p(sig.)= 0,088 >0,05. 
Hasil penelitian menjelaskan tidak ada pengaruh 
secara signifikan variabel struktur wilayah terhadap 
Karakteristik Pelaku Perceraian di Kabupaten 
Ponorogo dalam menentukan keputusan untuk 
bercerai. Wilayah  dengan  tipologi  desa  identik  
dengan  masyarakat dengan  sistem  kehidupan  
parochial,  yang  menunjukan  sifat-sifat sederhana  
dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sistem 
kehidupan pada  masyarakat demikian  jarang  
ditemui  transformasi  budaya  dari  luar,  sehingga 
pada  masyarakat  pedesaan  sangat  patuh  pada  
nilai  dan  norma kehidupan yang berlaku dan 
jarang ditemui perceraian. Berbeda pada  
masyarakat  tipologi  perkotaan yang mengalami  
dinamika  kehidupan pada  masyarakatnya,  yang  
disebabkan  oleh  interaksi  dan transformasi 
budaya dari luar. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Kusuma (2013:17) yang menjelaskan bahwa 
tipologi wilayah dataran rendah memiliki korelasi 
tinggi terhadap tingkat perceraian di Kota 
Semarang, sedangkan tipologi wilayah dataran 
tinggi memiliki korelasi rendah terhadap tingkat 
perceraian di Kota Semarang. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
di Kabupaten Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut ini: 
1. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten 
Ponorogo dapat dikelompokkan menjadi 3 
cluster, cluster-cluster tersebut yaitu cluster 1 
merupakan cluster dengan anggota kecamatan 
Jambon, Jetis, dan Siman. Cluster 2 dengan 
anggota kecamatan Badegan, Bungkal, 
Ngrayun, Pulung, dan Sooko. Cluster 3 
dengan anggota kecamatan Babadan, Balong, 
Jenangan, Kauman, Mlarak, Ngebel, 
Ponorogo, Sambit, Sampung, Sawoo, 
Slahung, dan Sukorejo. 
2. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh 
signifikan terhadap karakteristik pelaku 
perceraian dalam pengambilan keputusan 
untuk bercerai di Kabupaten Ponorogo  adalah 
Variabel Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, 
Tingkat Pendapatan, Jumlah Anak, dan Latar 
Belakang Keluarga Pasangan. 
SARAN 
Memperhatikan hasil dari penelitian yang telah 
diperoleh tersebut, maka saran yang dapat 
dipertimbangkan untuk perbaikan antara lain 
sebagai berikut: 
1. Berharap Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Ponorogo untuk 
memberikan sosialisasi tentang dampak 
negatif dari perceraian bagi yang 
bersangkutan dan anak. 
2. Berharap Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten 
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Ponorogo dan Perwakilan Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur 
untuk menggalakkan Penyuluhan tentang 
Kesehatan Reproduksi (Kespro), HIV/AIDS, 
Keluarga Berencana (KB), progam Generasi 
Berencana (GenRe) dan Pendewasaan Usia 
Perkawinan (PUP) kepada siswa di tingkat 
SMA/sederajat terutama di wilayah cluster 2 
dan  cluster 3. 
3. Bagi peneliti lain diharapkan dapat dijadikan 
bahan untuk meneliti lebih lanjut tentang 
perceraian di Kabupaten Ponorogo. 
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